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Dewan
Kalbar
Kritik
ubernur

Serapan APBD Minim,
Silpa Capai Rp1 Triliun
PONTIANAK - Ketua

Komisi III DPRD Kalimantan
Barat, Irsan SAg mengkritisi

serapan APBD
2019 yang jauh
menurun diban-
ding tahun sebe-
lumnya. Bahkan

Sisa Lebih Pem- |

biayaan Anggaran
(Silpa) mencapai
Rpl triliun lan-
taran ada sejum-
lah proyek yang
ditunda.

"Kami (Komisi
HI) memang me-

Irs

nyayangkan serapan APBD
2019 terancam kecil dan Silpa
lebih dari Rp1 triliun. Namun,

kenapa implementasi APBD
2019 rendah. Kami akan pela-
jari itu secara lebih lengkap,”

¥ ! T

n S,Ag

ungkapnya, Ming-
gu (29/12).
Komisi yang
membidangi
keuangan ini
tertarik dengan

| penjelasan Pem-

prov Kalbar me-
nyangkut pe-
nundaan proyek
dengan alasan
demi menjaga

-~ kualitas. "Kami

dukung langkah

demikian seandainya untuk
menjaga kualitas pekerjaan

harus dilihat secara utuh & Ke Halaman 7 kolom 1
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Dewan Kalbar Kritik Gubernur

Sambungan dari halaman 1

dibandingkan rentan men-

jadi temuan. Lebih baik telat
daripada dampaknya ber-
proses hukum,” tukasnya.

Menurut Irsan, kendala
cuaca dan hujan lebat bela-
kangan ini memang banyak
membuat pihak pelaksana
proyek dan dinas kelaba-
kan. “Mungkin ini menjadi
salah satu alasan Pemprov
Kalbar mengalihkan beber-
apa proyek besar ke tahun
2020,” katanya.

Pun demikian, dia me-
minta proses pelelangan
proyek sebaiknya dilakukan
di awal tahun bukan menje-

lang akhir tahun. "OPD pun
hendaknya tidak membuat
pekerjaan di akhir tahun.
Bisa tergesa-gesa dan ber-
dampak kurang baik,” ka-
tanya lagi. :
Meskipun mendukung
langkah Pemprov Kalbar,
ke depan Komisi III ber-
harap tingginya Silpa atau
minimnya serapan APBD
tidak lagi terjadi. Tahun

2020 diharapkan serapan

anggaran bisa lebih dari
99 persen atau total 100
persen. Sebab dampak
tingginya Silpa juga dira-
sakan masyarakat. "Banyak
dampaknya. Bisa ekono-
mi, sosial budaya hingga

hal lain. APBD itu diserap
tujuannya untuk menye-

jahterakan masyarakat Ka-

Ibar,” katanya.

Irsan juga menyebutkan,
‘pihak DPRD akan menang-
gapi masalah Silpa tahun
2019 ini secara lebih rinci

" melalui sidang paripurna

pendapat fraksi-fraksi. "Kan
ada delapan fraksi. Pastilah
mereka (fraksi-fraksi) nanti-
nya juga akan mengkritisi
soal serapan anggaran. Kita
lihat saja. Saya juga tidak
mau berkomentar terlalu
jauh,” ucap Irsan.
Sebelumnya, Pemprov
Kalbar sudah menyampai-
kan pernyataan tentang

pelaksanaan program serta

implementasi APBD Tahun
2019 yang diperkirakan
menurun dari tahun sebe-
lumnya. o
Gubernur, Sutarmidji
menyebutkan, tahun ini
perkiraan serapan anggaran
hanya mencapai sekitar 91
persen. Jauh menurun dari
tahun sebelumnya yang
mampu mencapai angka
98 persen. Akibatnya angka
Silpa juga cukup tinggi yakni
sekitar Rp1 triliun lebih.
“Supaya tidak kaget saya
sampaikan pertama peny-
erapan anggaran tahun ini
tidak seperti tahun lalu.
Tahun lalu bisa 98 persen

lebih, tahun ini perkiraan
cuma 91-an persen. Masih
perkiraan bisa tidak sampai
bisa lebih,” katanya.

Ia menyebutkan ban-
yak program kegiatan yang
nilainya cukup besar sen-
gaja ditunda ke tahun 2020.
Jumlahnya ada sekitar 11
proyek. Itu karena waktu
yang ada tidak memung-
kinan untuk penyelesaian.
“Padahal itu sudah diang-
garakan. Jadi jangan kaget
kalau Silpa di atas Rp1 trili-
un. Ini akibat pertama saya
tidak ingin kegiatan proyek
pengerjaannya tergesa-ge-
sa,” terangnya.

Seperti dicontohkan-
nya kejadian runtuhnya
abutment jembatan Sungai
Tebas, Ruas Jalan Lingkar
Tebas, Kabupaten Sambas
pada Minggu (22/12). Itu
terjadi menurutnya, akibat
ingin cepat dalam penger-
jaan dan diburu waktu.
“Harusnya kalau memang

tak cukup waktu sudah jan-
gan ditender. Kecuali peru-
sahaan yang benar-benar
bonafide dan kualifikasinya
bagus,” ujarnya.

Belum lagi kebanyakan

pengerjaan proyek memang
baru akan direalisasikan
oleh OPD terkait di akhir
tahun sehingga waktu yang
tersisa.sangat mepet. “Ini
konsekuensi bekerja selalu
di akhir tahun. Saya ingin
ke depan per triwulan harus
direncanakan secara ketat,”
tegasnya.
. Midji sapaan akrab-
nya menyebut, salah satu
proyekyang ditunda adalah
pembangunan pagar kantor
dan pendopo gubernur. Itu
dilakukan karena pekerja
memerlukan waktu yang
benar-benar cukup. Teru-
tama untuk ukiran pagar
kayu yang memang butuh
ketelatenan dalam penger-
jaannya.

Orang nomor satu di Ka-

Ibar itu menjelaskan, 2019
adalah APBD transisi per-
tama kepemimpinan di-
rinya dan Ria Norsan. Untuk
itu APBD 2020 diyakininya
bisa jauh lebih baik. Karena
kenyataannya, selama ini
perencanaan dan penger-

jaan fisik selalu dilakukan

di tahun bersamaan. “Saya
maunya (ke depan) peren-
canaan duluan, tahun ini
perencanaan tahun depan
fisik. Jadi awal-awal su-
dah bisa tender. Harsunya
Desember ini sudah tender,”
harapnya.

Meski dari sisi belanja
ada keterlambatan, dari
sisi pendapatan disebutkan
tahun ini ada peningka-
tan yang cukup signifikan
sehingga di 2020 akan ada
percepatan pembangunan.
“Saya ingin 2020 fisik kantor
gubernur, RSUD dan seba-
gainya sudah selesai, mak-
simal Maret 2021, pungkas-
nya. (den/bar)
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